
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa 

harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak 

asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus 

cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
1
 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di 

Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian 

mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses 

penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan 

secara khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana 

terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 

umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang 

                                                 
1
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bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa 

pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada 

pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah 

satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 

497, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, 

Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540 KUHP serta belum 

lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah 

satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau 

menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 

Perkembangan selanjutnya dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada 

anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemberlakukan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Selain itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan 

beberapa undang-undang tersebut merupakan upaya penyempurnaan perlindungan 

terhadap hak-hak anak yang telah lama diupayakan oleh Pemerintah melalui 

Udang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal 

menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, 

maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya 

sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian 

orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses 
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penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan 

kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya 

memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan 

yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum. 

Fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya pelaku 

tindak pidana pencabulan yang masih dalam kategori usia anak dan korbannya 

juga masih dalam kategori usia anak. Fakta ini terdapat pada Putusan Pengadilan 

Negeri Kota Agung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot. Terdakwa berinisial 

NR Bin Syamsuddin (13 tahun), yang masih berstatus sebagai siswa SD Kelas V 

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan 

terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut terhadap korban ACS Binti 

Sunaryo (8 tahun). Atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut, terdakwa 

dijatuhi pidana pembinaan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial di Wilayah 

Kabupaten Pringsewu selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam 

bulan).  

 

Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: 

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain.  
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Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia 

yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak 

pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak. Oleh karena 

perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap 

korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada 

perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.
2
 

 

Upaya perlindungan hukum kepada Anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP:  

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur 

wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa 

belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun.  

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita 

itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti 

tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.  

 

 

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang 

digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan 

antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan 

nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai 

ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting 

perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk 

menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, 

                                                 
2
Primautama Dyah Savitri. Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan  

 Obor. Jakarta. 2006. hlm.11 
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dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. 

Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.
3
  

 

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana 

pencabulan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, 

nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan 

mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam 

penghapusan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana 

pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua 

kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai 

subyek dari hak-haknya dalam menentang persetubuhan, serta menyediakan akses 

pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial.
4
 

 

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak 

pidana pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan 

mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau 

menjad korban tindak pidana pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan 

upaya pemulihan dan reintregasi anak korban tindak pidana pencabulan. Caranya 

antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak-anak yang 

menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam keseluruhan prosedur 

perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan 

keluarganya, mengingat anak yang menjadai korban tindak pidana pencabulan 

                                                 
3
 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan  

 Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994.  

 hlm. 12-13 
4
Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta.  

 2005.hlm.4.  
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biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu perkembangan 

kejiwaan mereka.  

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan 

nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah 

melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan 

Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. 

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan 

pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan 

menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan 

hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.
5
 

Perubahan dan perkembangan dalam kerangka pembangunan hukum khususnya 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Perubahan dan perkembangan tersebut diantaranya adalah 

adanya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam pembaharuan 

undang-undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan 

                                                 
5
 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia  

 Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006.hlm. 32 
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bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan 

hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan 

sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian 

pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya 

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai 

sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang 

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum 

di Indonesia. 
6
 

 

Pembaharuan hukum pidana tersebut harus dilakukan dengan pendekatan 

kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu 

langkah kebijakan. Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai, 

oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada 

pendekatan nilai. Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan 

kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk di dalamnya masalah kemanusiaan) 

dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan 

masyarakat, Selain tu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari 

upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), 

khususnya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai 

semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 

                                                 
6
 Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. Penangaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.  

 http://www.hukumonline.com/artikelperlidungananak_html. Diakses 24 Agustus 2014.  
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Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Selama proses 

peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum. 

Isu hukum dalam Putusan PN Kota Agung No: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot 

adalah baik pelaku maupun korban masih masuk dalam kategori usia anak, 

sehingga aparat penegak hukum yang menangani perkara ini dihadapkan pada 

berbagai pertimbangan hukum yang cukup dilematis. Pada satu sisi, pemidanaan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya 

mengedepankan upaya pembinaan dan meminimalisasi kurungan badan. Pada sisi 

lain pemberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak menambah pemberatan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap 

anak.  

Penyidik kepolisian yang menangani perkara ini belum menerapkan diversi dan 

melakukan proses penyidikan terhadap tersangka, Penuntut Umum mendakwa 

dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) 

KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menjatuhkan pidana terhadap 

Terdakwa dengan pidana pembinaan dalam lembaga di lembaga Kesejahteraan 

sosial Anak di wilayah Kabupaten Pringsewu selama 2 (dua) tahun dan pelatihan 

kerja selama 6 (enam) bulan. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dalam Tesis yang 

berjudul: ”Analisis Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap Anak Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan” (Studi Putusan PN Kota Agung No: 1/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Kot). 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah eksekusi Pengadilan Negeri Kota Agung terhadap anak pelaku 

tindak pidana pencabulan? 

b. Apakah eksekusi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung sesuai dengan 

tujuan pemidanaan terhadap terpidana? 

c. Mengapa terjadi hambatan dalam eksekusi Pengadilan Negeri Kota Agung 

terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan subkajian mengenai 

eksekusi putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Kot, eksekusi putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 

1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap 

terpidana dan terjadi hambatan dalam eksekusi Putusan Pengadilan Nomor: 

1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 

2015 dengan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kota Agung. 

 

 



 10 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menganalisis eksekusi Pengadilan Negeri Kota Agung terhadap anak 

pelaku tindak pidana pencabulan 

b. Untuk menganalisis eksekusi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung sesuai 

dengan tujuan pemidanaan terhadap terpidana 

c. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam eksekusi Pengadilan 

Negeri Kota Agung terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. 

 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara 

praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum 

pidana, dengan kajian tentang putusan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan 

Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi aparat 

penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban tindak pidana pencabulan sebagai upaya untuk memenuhi 
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hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

1. Alur Pikir 

 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 
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2. Kerangka Teoretis 

 

 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum
7
. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum 

dalam menjalankan fungsi/kewenangannyamasing-masing di bidang penegakan 

hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan 

hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.
8
 

 

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana 

jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-

nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi 

berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah 

keharusan melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.
9
  

 

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, penegakan 

hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-

                                                 
7
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101 

8
Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1. 
9
 Ibid, hlm.3. 
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undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi. 

Penegakan hukum pidana in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law 

making) atau perubahan undang-undang (law reform). Tahap kedua, penegakan 

hukum pidana in concreto  (law enforcement). Kedua penegakan hukum pidana 

itu dilaksanakan dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi 

pembangunan nasional  serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum 

pidana secara nasional. 

 

Tahapan penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Formulasi 

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat 

Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan 

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini 

dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang 

paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini 

disebut Tahap Kebijakan Legislatif. 

2. Tahap Aplikasi 

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. 

Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta 

menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak 

hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap 

ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 
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3. Tahap Eksekusi 

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-

aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana 

bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah 

ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang 

telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu 

dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan 

Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan 

nilai-nilai keadilan suatu daya guna.
 10

 

 

b. Teori Tujuan Pemidanaan 

 

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu: 

1) Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam 

pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau 

kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang 

yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh 

anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri 

                                                 
10

 Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 2002. hlm. 12-13.   
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(membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di 

dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran 

masyarakat itu dilaksanakan.
11

 

 

2) Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. 

Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana 

saja, sehingga dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini 

adalah terletak pada tujuannya.
 12

 

 

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi 

khusus (special prevention) dengan prevensi umum (general prevention), 

prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga 

pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi 

tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti 

telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum 

dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan 

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku 

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh 

dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk 

                                                 
11

  Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
12

  Ibid. hlm.34. 
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memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu 

kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.
 13

  

 

3) Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan 

masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping 

sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan 

baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya kemungkinan untuk menagadakan sirkulasi terhadap 

teori pernidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.
 14

    

 

Pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. 

L.H.C. Hulsman sebagaimana dikutip Erna Dewi, mengemukakan bahwa sistem 

pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundangundangan yang 

berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating 

to penal sanction and punishment). Pengertian pemidanaan secara luas sebagai 

suatu proses pemberiaan atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah 

dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan 

atau dioperasionalasasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi 

(hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum 

                                                 
13

  Ibid. hlm.35. 
14

  Ibid. hlm.36. 
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pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat 

dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.
15

 

 

Menurut Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing 

sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa 

penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana 

berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses 

penjatuhan hukuman itu sendiri.
16

 

 

c. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak 

berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

                                                 
15

 Erna Dewi. Sistem Minimum Khusus dalam Tindak Pidana, Sebagai Salah Satu Pembaharuan 

Hukum Pidana Indonesia. Pustaka Magister Semarang. 2013. hlm. 13           
16

 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.  2011 

hlm.68. 
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maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin 

rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara 

peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudahlah dalam menegakannya.
17

 

 

 

3. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
18

. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
19

  

b. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan 

yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang 

bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah 

mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan 

itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.
20

 

c. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rineka  

 Cipta, 1986, hlm. 8-11 
18

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
19

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
20

 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14  
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d. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
21

 

f. Korban menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana. 

g. Tindak pidana pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki 

muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak 

disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga 

menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, 

kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian
22
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E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai 

beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, 

pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang 

berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan yuridis 

empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan 

fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan 

perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan 

efektifitas hukum.
 23

. 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka
24

. Data 

tersebut yaitu:  
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam 

penelitian ini, terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari: 

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 

(c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

(d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban  

(e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

melengkapi hukum primer, di antara literatur atau buku-buku hukum  

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan dokumentasi, 

kamus hukum dan sumber internet. 

 

3. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Agung   : 1 orang 

b. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung  : 1 orang 

c. Akademisi Fakultas Hukum Unila    : 1 orang 

d. Pembimbing Anak BAPAS Bandar Lampung : 1 orang+ 

Jumlah       : 4 orang  

 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan.  
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b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

 

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok 

bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan adalah 

analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum
25
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F. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar 

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian tinjauan umum 

eksekusi putusan hakim, pengertian dan batasan usia anak, perlindungan 

hukum terhadap anak, tindak pidana pencabulan, dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana dan pengertian keadilan. 

 

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil 

penelitian, yang terdiri dari analisis eksekusi putusan hakim dalam Putusan 

Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot, eksekusi putusan hakim 

dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot sesuai 

dengan tujuan pemidanaan terhadap terpidana dan hambatan dalam 

eksekusi Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot. 

 

 

 

 

 



 25 

IV PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 


